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KATA PENGANTAR

Pusat Kajian Otonomi Daerah dan Kebijakan Publik
(Puskodak), Fakultas llmu Sosial dan lImu Politik Universitas
Diponegoro (FISIP  UNDIP), Semarang menyambut dengan
gembira dan antusias dengan terbitnya buku berjudul Manajemen
Otonomi Daerah: Membangun Daerah Berdasar Paradigma Baru.
Penerbitan buku ini sejalan dengan visi dan misi Puskodak FISIP
UNDIP yang salah satunya adalah meningkatkan kemampuan
budaya akademik khususnya dalam penulisan karya-karya ilmiah.
Buku ini adalah buku kedua yang diterbitkan oleh Puskodak FISIP
UNDIP. Buku sebelumnya adalah Public Sector Management:
Indonesian Experience, yang ditulis berbahasa Inggris oleh Sdr.
Drs. Teguh Yuwono, M.Pol.Admin. Kedua buku tersebut terbit
dalam tahun 2001 ini.

Pendekatan operasional dan manajerial yang digunakan
dalam buku ini membuat para pembaca dan prektisi pemerintahan
mendapatkan eksplanasi yang tidak semata-mata berdasar kajian
teoritis tetapi sudah cukup praktis sejalan dengan perkembangan
penyelenggaraan otonomi daerah sekarang ini. Hal ini diharapkan
dapat memberikan alternatif pemikiran dan pemecahan masalah
yang lebih konkrit selaras dengan bidang pekerjaan yang saat ini
dilakukan oleh daerah.

Paradigma baru sektor publik, termasuk penyelengaraan
otonomi daerah di Indonesia merupakan perkembangan-
perkembangan baru dalam studi manajemen publik (pemerintahan)
adalah konsepsi-konsepsi baru tentang membangun pemerintahan
yang responsive, efektif dan efisien sejalan dengan tuntutan
masyarakat. Penerjemahan secara lugas paradigma baru disertai
dengan contoh-contoh lugas dalam buku ini akan semakin
mempermudah para praktisi publik dalam memahami ataupun
menerapkan konsep-konsep tersebut. Paradigma baru ini
merupakan hal penting yang tidak sekedar untuk diketahui oleh
para pembaca, khususnya praktisi pemerintahan daerah, tetapi
untuk dihayati dan diimplementasikan sesuai dengan kondisi
cultural organisasinya. Puskodak sangat yakin apabila konsepsi-
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desentralisasi (baca: otonomi daerah) merupakan hal yang kaya
teori, tetapi miskin praktik. Walaupun demikian, Bab If ini tidak
ingin menyarankan bahwa kelemahan otonomi daerah Indonesia
dibiarkan begitu saja, tetapi justru disinilah arti penting memenej
otonomi daerah dengan paradigma baru itu.

Bagaimana menempatkan otonomi dan pembangunan
daerah dalam konteks nasional dibahas dalam Bab lll. Bagaimana
semestinya model pembangunan yang mesti diterapkan di
Indonesia dan juga bagaimanakah semestinya fungsi dan peran
ideal masing-masing tingkatan pemerintahan (pusat, propinsi,
kota/kabupaten) dikupas dalam bab ini.

Bagaimana menciptakan tata pemerintahan yang baik
(good governance), apakah konsep tata pemerintahan yang baik
itu, serta kondisi-kondisi apa yang memungkinkan pencapaiannya
dikupas secara menarik dalam Bab IV. Membandingkan dengan
realitas di daerah yang ada saat ini, bab ini mencoba memberikan
alternatif yang realities berkaitan dengan penyelenggaraan
pemerintahan daerah. Bab IV ini kemudian secara khusus
dielaborasi pada Bab V yaitu bab yang memfokuskan diri
bagaimana mendemokrasikan penyelenggaraan pemerintahan
daerah. Kenyataan di daerah saat ini bahwa pemerintah daerah
bukanlah merupakan the single fighter dalam pembangunan
daerah menjadikan bab ini penting untuk disimak dan
ditindaklanjuti.

Jika Bab | sampai Bab V lebih bermain pada tataran
konseptual, Bab VI sampai Bab X menyajikan pembahasan
manajerial yang lebih konkrit dan operasional. Bab VI menyajikan
manajemen keuangan berdasarkan paradigma baru. Bagaimanakah
semestinya sumber daya keuangan daerah dimenej dengan baik
dikupas secara tuntas dalam bab ini. Bab VIl tentang
pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) selaras dengan
tuntutan profesionalisme saat ini menyajikan analisis dan disposisi
baru manajemen SDM daerah.

Bagaimana meningkatkan mutu pelayanan publik dikupas
secara khusus pada Bab VIl dan Bab IX. Bab VIII menampilkan
analisis bagaimana semesti pelayanan publik dikembangkan. Hal ini
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kemudian diperjelas secara manejerial dan operasional pada Bab
IX. Bab IX menawarkan solusi yang menarik dan juga perlunya
mempersiapkan perubahan  kultural organisasional  melalui
restrospeksi, reorientasi, reposisi dan reorganisasi.

Mengguneakan indikator pengukuran yang jelas mengenai
plementasi kebijakan Bab Terakhir melakukan analisis tentang
masalah dan hambatan  yang ditemui dalam implementasi
kebijakan otonomi daerah. Diawali dengan analisis masalah dan
ambatan, bab ini menawarkan alternatif yang menarik untuk
dilakukan oleh para pelaku sektor publik.

Akhirmya sebagai sebuah karya manusia, tentunya ada
kekurangan dan kelemahan yang tidak mungkin dielakan. Oleh
karenanya berbagai saran, masukan dan kritik konstruktif dalam
rangka perbaikan buku ini di masa mendatang sangatlah
diharapkan. Saran, kritik dan masukan dapat dikirim langsung ke
alamat Puskodak = FISIP UNDIP, ataupun melalui email:
puskodakundip@yahoo.com. Demikian dan terima kasih.

Dari Kaki Gunung Ungaran,
Agustus 2001

‘Teguh Yuwono
‘Editor
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